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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR  70  TAHUN 2021 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH KOTA BENGKULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 

(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan 

oragnisasi dan tata kerja Badan Badan Penanggulangan 

Bencana Kota Bengkulu;  

 b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu.   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 



- 2 - 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2854); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 

03); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA BENGKULU. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Bengkulu 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Bengkulu. 

5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan provinsi atau 

kabupaten/kota. 

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau 

keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

BAB II  

ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
 

Pasal 2 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  merupakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan umum dibidang 

penanggulangan bencana daerah 

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 
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Pasal 3 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  mempunyai tugas 

mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan 

bencana dengan rincian sebagai berikut: 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan 

kebijakan pemerintah kota dan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 

rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan;  

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta 

rawan bencana; 

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan 

bencana; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana di Kota Bengkulu; 

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi 

normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan 

barang; 

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

dan; 

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah  mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak 

cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, terdiri dari:  

1. Kepala 

2. Sekretariat terdiri dari : 

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik  

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

7. Satuan Tugas (Satgas) 

 

Bagian Ketiga 

Sekretaris 

Pasal 6 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas 

mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan 

kesekeretariatan serta pelayanan admnistrasi pada seluruh 

unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi : 

1. Pengkoordinasian, Sinkronisasi dan Integritas Program 

Perencanaan, dan Perumusan Kebijakan di Lingkungan 

BPBD; 

2. Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, 

Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, 

Tata Laksana, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusianya, Keuangan Perlengkapan dan Rumah Tangga;  

3. Pembinaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan 

Protokol; 

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah 

Penanggulangan Bencana; 

5. Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan di 

Wilayah; dan  

6. Pengkoordinasian Dalam Penyusunan Laporan 

Penanggulangan Bencana . 
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Pasal 9 
 

Sekretaris terdiri atas: 

1. Sub Bagian Umum 

2. Kelompok Jabatan 

 

Pasal 10 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas  melaksanakan kegiatan 

penyusunan rencana, program dan kegiatan, mengelola 

ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga,   

data/informasi/statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.  

 

Bagian Keempat 

   Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Pasal 11 

Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala 

Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 
 

 
 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat; 

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana 

serta pemberdayaan masyarakat; 

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau 

lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat; 

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat. 

Pasal 13 

Susunan organisasi Bidang  Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Bagian Kelima 

Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Pasal 14 

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Pelaksana 

dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan 

dukungan logistik. 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

Pasal 14, Bidang Kedaruratan dan Logistik 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik; 

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan pengungsidan dukungan logistik; 

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 

pengungsi dan dukungan logistik; dan 

e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik. 

Pasal 16 

Susunan organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagian Keenam 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasal 16 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala 

Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakana di bidang penanggulangan bencana pada pasca 

bencana. 
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Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana; 

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan 

bencana pada pasca bencana; dan 

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana. 
 

Pasal 18 

Susunan organisasi Bidang Bidang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 19 
 

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 

 

BAB III 

TATA KERJA 

Pasal 20 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta 

kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara 

vertikal dan horizontal. 

(2) Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan 

bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan 

mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

 

Pasal 21 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan 

apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



- 9 - 
 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-

masing, memberikan bimbingan, pedoman serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti 

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya 

masing-masing serta menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-

waktu. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 

organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan 

dalam rangka memberikan petunjuk kepada 

bawahannya. 

(5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 22 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 23 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah 

tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi 

pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator 

sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi 

jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.  

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi 

pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.  
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melaksanakan tugas membantu koordinator dalam 

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan 

uraian fungsi.  

(5)  Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota.  

(6)  Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan 

sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.  

 

BAB V 

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal  24 

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub 

Bagian dan pejabat fungsional tertentu diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub 

Bagian dan pejabat fungsional tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil  

yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Kedua 

Eselonisasi 

Pasal 25 

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi 

pratama setara dengan eselon IIa.  

(2) Sekretaris Badan merupakan jabatan  administrator  

setara dengan eselon III b . 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan  administrator  setara 

dengan eselon III b.. 

(4) Kepala Subbagian pada Sekretariat merupakan jabatan  

pengawas setara dengan eselon IV a.  
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN – LAIN 

Pasal 26 

(1)  Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota  

(2)  Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan 

sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 

ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota.  

 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 27 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.          

 
       

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal 31 Desember 2021                           

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 
 

H. HELMI  HASAN 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal  31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 
 

Cap/dto 
 

ARIF GUNADI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 

  
 

   
ASNAWIK, SH 
NIP. 196708221994021001 

  

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR …70…. 
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LAMPIRAN  
     PERATURAN  WALIKOTA BENGKULU  

     NOMOR   70   TAHUN 2021 

     TENTANG  

     ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

 DAERAH KOTA BENGKULU 

                                                                                                                      

                                               STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

 

  

  

 

 

 

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

   

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

   

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

   

KEPALA BADAN 

SEKRETARIAT 

SUBKOORDINATOR DAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian 

BIDANG PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSAGAAN 

BIDANG KEDARURATAN DAN 

LOGISTIK 
BIDANG REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI 

Jabatan Fungsional 

UPTD 
WALIKOTA BENGKULU,  

Cap/dto 

H. HELMI HASAN 


